
BUPATI SUBANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUBANG 

NOMOR : 97 TAHUN 2018 

T E N T A N G 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUBANG, 

Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Subang, telah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang; 

b. bahwa berdasarkan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat 
pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 perlu dilakukan 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 
40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Subang; 

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Subang. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351); 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5655); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 541); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

31 . Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Subang, Sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Subang; 

32. Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Subang; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 40 
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG. 



Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran III dan IV Peraturan 
Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita 
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 40) diubah 
sebagai ber ikut : 

352. Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank 
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai 
kegiatan pemerintahan. Kas berupa uang tunai, terdiri 
atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah 
dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. 
Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang 
pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah 
yang dapat digunakan setiap saat. 

353. Uang dalam pengelolaan pemerintah disajikan sebagai 
aset non lancar apabila uang tersebut tidak memenuhi 
definisi aset lancar dan definisi kas. 

354. Setara Kas sebagai investasi jangka pendek yang 
sangat l ikuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta 
bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 
Setara Kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas 
jangka pendek atau untuk tujuan lain. Untuk 
memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka 
pendek yang termasuk dalam setara kas harus segera 
dapat diubah menjadi tunai kas dalam jumlah yang 
dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang 
signifikan. 

355. Mutas i a n t a r pos-pos k a s d a n se ta ra k a s t idak 
d i in formas ikan d a l a m l apo ran k e u a n g a n , 
k a r e n a keg ia tan t e rsebut m e r u p a k a n bag ian 
dar i m a n a j e m e n k a s d a n b u k a n m e r u p a k a n 
bag i an akt iv i tas operas i , investas i , 
p e n d a n a a n , d a n t rans i tor i s . 

487. G e d u n g d a n b a n g u n a n m e n c a k u p s e l u r u h 
b a n g u n a n g edung d a n b a n g u n a n m o n u m e n 
yang diperoleh a t a u d i b a n g u n dengan m a k s u d 
untuk d ipaka i d a l a m keg ia tan operas iona l 
Pemer in tah Dae rah d a n d a l a m kondis i s iap 
d ipaka i . T e rmasuk d a l a m ase t te tap gedung 
d a n b a n g u n a n a d a l a h ins ta l as i l istrik dan 
jaringan d a l a m b a n g u n a n , tarn an , r a m b u -
r a m b u , j a l a n , l a h a n park i r , pagar d a n k e r a n g k a 
bes i u n t u k s p a n d u k yang m e r u p a k a n bag ian 
dar i g e d u n g a t a u b a n g u n a n . 



493.Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu 
aset berwujud dan memenuhi seluruh kriteria 
sebagai berikut: 
a. umur pemakaian a tau manfaat ekonomis 

barang yang diperoleh lebih dari 12 (dua 
belas) bulan; 

b. barang yang diperoleh merupakan objek 
pemeliharaan a tau barang tersebut 
memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; 

c. perolehan barang tersebut untuk digunakan 
dan dimaksudkan un tuk digunakan serta 
tidak untuk 
dijual / dihibahkan/ disumbangkan/ diserah 
kan kepada pihak ketiga; dan 

d. Nilai rupiah perolehan barang material a tau 
pengeluaran untuk pembelian barang 
tersebut kecual i u n t u k tanah, j a l an irigasi 
dan jar ingan, serta kons t ruks i dalam 
pengerjaan memenuhi batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap sebagai berikut : 

No Uraian 
J u m l a h Harga 

Lu sin/Set/ Sa tuan 
dalam Rupiah 

1. Tanah 1 

2. Peralatan dan me sin Lebih besar dari Rp. 
500.000 

3. Gedung dan ban gun an, 
terdiri dari : 

a) ban gu nan gedung 15.000.000 

b) bangunan monumen 15.000.000 
4. J a l a n , irigasi dan jar ingan, 

terdiri dari : 
a) ja lan/jembatan 1 
b) bangunan air/irigasi 1 
c) instalasi 1 
d) jar ingan 1 

5. Aset tetap lainnya Lebih besar dari 
Rp. 250.000 

6. Aset tetap renovasi 15.000.000 

7. Konstruksi da lam 
pengerjaan 1 



545 .Se l a in be lan ja moda l untuk pe ro l ehan ase t 
te tap d a n ase t l a innya , be lan ja untuk 
penge lua ran -penge lua ran s e s u d a h 
pe ro l ehan ase t t e t ap a t a u ase t l a innya 
t e r s e b u t dapa t j u g a d i m a s u k k a n sebaga i 
Be lanja Modal y a n g m e n a m b a h ase t t e tap . 
Penge luaran t e r sebu t dapa t d ikategor ikan 
sebaga i Belanja Modal yang m e n a m b a h ase t 
t e tap j i ka m e m e n u h i s e l u r u h kr i ter ia huruf a, 
b d a n c sebaga i ber ikut : 

a. m a n f a a t ekonomis a t a s ba rang/ aset t e tap 
y a n g d ipe l ihara: 
1) b e r t a m b a h ekonomis/efisien; d a n / a t a u 

2) b e r t a m b a h umur ekonomis ; d a n / a t a u 

3) b e r t a m b a h volume; d a n / a t a u 

4) b e r t a m b a h k a p a s i t a s produkt iv i tas . 

b. ada p e r u b a h a n b e n t u k fisik s emu la , 
kecua l i p e r a l a t a n d a n mes in , d a n 
s eca ra m a n a j e m e n b a r a n g milik d a e r a h 
t idak a d a p roses p e n g h a p u s a n ; d a n 

c. n i la i r u p i a h p enge lua ran be lan ja a t a s 
p e m e l i h a r a a n ba rang/ase t t e tap 
t e r s ebu t ( k ecua l i u n t u k aset t a n a h , aset 
j a l a n i r i g a s i d a n j a r i n g a n , s e r ta 
K o n s t r u k s i d a l a m penger jaan) b e r n i l a i 
mater ia l/meleb ih i b a t a s a n m in ima l 
kap i ta l i sas i a s e t t e tap s ebaga imana 
k e t e n t u a n b a t a s a n min ima l kap i ta l i sas i 
a s e t t e tap yang d i je laskan d i keb i j akan ini 
sebaga i ber ikut : 

No U r a i a n 

J u m l a h 
Ha rga 

S a t u a n 
d a l a m 
R u p i a h 

1. T a n a h 1 
2. P e r a l a t a n d a n m e s i n , terdir i 

d a r i : 
Di atas 15% dari 
nilai perolehan 

3. G e d u n g d a n b a n g u n a n , terdir i 
da r i : 

a) b a n g u n a n g e d u n g 
15 .000 .000 

b) b a n g u n a n m o n u m e n 
15 .000 .000 



4. J a l a n , ir igasi d a n j a r i n g a n , 
terd i r i da r i : 
a) j a l a n / j e m b a t a n 1 
b) b a n g u n a n air/ir igasi 1 
c) i n s t a l a s i 1 
d) j a r i n g a n - i l 

5. Aset te tap renovas i 
15 .000 .000 

6. Kons t ruks i d a l a m penge r j aan 1 

558. P e n y u s u t a n a t a s a se t t e tap d i l a k s a n a k a n p a d a 
s e t i a p b e r a k h i r n y a T a h u n Anggaran 
berjalan. 

646. B e r d a s a r k a n m a s a man faa t , ATB d a p a t 
d i b edakan men jad i d u a , ya i tu : 

a. ATB d e n g a n umur m a n f a a t t e rba t a s (finite life). 

D a l a m h a l m a s a m a n f a a t a tas A T B b i s a 
d i i d e n t i f i k a s i , m a k a d i t e n t u k a n sebagai 
b e r i k u t : 

1) . A T B secara u m u m y a n g d i b a n g u n o leh 
i n s t a n s i a t a u SKPD m a k a m a s a 
m a n f a a t t e r s e b u t d i t e n t u k a n 
b e r d a s a r k a n d o k u m e n 
pengadaan/penge r j aan , k e b i j a k a n t i m 
i m p l e m e n t a s i a t a u k e p a l a SKPD; 

2) . A T B y a n g d i b e l i d a n m e r u p a k a n 
so f tware y a n g secara u m u m d i g u n a k a n 
d i t e n t u k a n m a s a m a n f a a t n y a s e l a m a 4 
t a h u n 

b. ATB d e n g a n umur man faa t y a n g t a k terbatas 
(indefinite life) ATB yang masa manfaatnya tidak 
terbatas dalam penggunaanya, maka masa manfaatnya 
ditentukan melalui reviu secara berkala selama kurun 
waktu 4 tahun. 

650. Tidak diperlakukan ba tasan m i n i m u m atas 
p enge lua ran ATB yang d ikapi ta l i sas i . 

652. Kapi ta l isas i t e rhadap penge lua ran se te lah 
pe ro l ehan t e r h a d a p software h a r u s m e m e n u h i 
s e l u r u h kr i ter ia i n i : 

a. Men ingka tkan fungsi software. 

b. Men ingka tkan efisiensi software. 

655. Ber ikut ini p e r l a k u a n a k u n t a n s i untuk 
p e r p a n j a n g a n l i s e n s i : 

a. p enge lua ran se te lah pero l ehan b e r u p a 
p e r p a n j a n g a n izin p e n g g u n a a n yang k u r a n g 
dar i a t a u s a m p a i d engan 12 (dua belas) b u l a n 
t idak per lu d ikap i ta l i sas i ; 



b. P e n g e l u a r a n s e t e l a h p e r o l e h a n b e r u p a 
p e r p a n j a n g a n i z in p e n g g u n a a n y a n g l e b i h 
d a r i 12 (dua belas) b u l a n h a m s 
d i k a p i t a l i s a s i . K a p i t a l i s a s i a t a s 
p e n g e l u a r a n s e t e l a h p e r o l e h a n s e l a i n 
p e r p a n j a n g a n m a s a l i s e n s i , m a s a m a n f a a t 
ATB k e m b a l i p a d a m a s a m a n f a a t a w a l 
s e l a m a 4 (empat) t a h u n . 

666. ATB d i a m o r t i s a s i d e n g a n m e t o d e g a r i s l u r u s 
d e n g a n m a s a m a n f a a t 4 ( e m p a t ) t a h u n , 
k e c u a l i m a s a m a n f a a t ATB d i t e t a p k a n d a l a m 
d o k u m e n p e r o l e h a n ATB. 

Pasal I I 

Peraturan B u p a t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal 
d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 
pengundangan Peraturan B u p a t i i n i dengan penempatannya 
da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Subang. 

PARAF KOORDINASI // 

Sekda Kab. Subang 

ii 

ASOAIII 

Kepala BPKD 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Subang 

Sekretaris BPKD 

Kabid AKuntansi dan Petaooran 

Dite tapkan d i Subang 
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D iundangkan d i Subang 

pada t a n g g a l , 5 - 11 - 2 0 1 8 
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